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- Peta Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 

Pemetaan Kerawanan merupakan salah satu bentuk mitigasi pencegahan 

yang menjadi wujud pelaksanaan amanat yang dinyatakan dalam UU No.7 tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum dan  UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan 

Gubernur, Walikota dan Bupati bahwasanya Bawaslu memiliki tugas, fungsi dan 

wewenang yang terkait dengan pengawasan dan pencegahan dalam 

pelaksanaan pemilihan (Pilkada) serentak tahun 2024. 

Pemetaan kerawanan pemilihan sebagai langkah awal Bawaslu 

Kabupaten Jombang untuk membaca potensi pelanggaran di wilayah Kabupaten 

Jombang berdasarkan informasi mutakhir dengan basis data hasil Indeks 

Kerawanan Pemilu (IKP) 2024. 

  Tujuan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 berbasis IKP 2024 

dan kerawanan isu strategis adalah sebagai berikut :  

1. Melakukan mitigasi potensi kerawanan Pemilihan 2024; 

2. Melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi isu 

dan tahapan yang paling rawan berbasis pada data IKP 2024; 

3. Menjadikan hasil pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 sebagai basis strategi 

pencegahan  

Bawaslu Kabupaten Jombang dalam melakukan pemetaan kerawanan 

Pemilihan 2024 menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pemetaan Kerawanan 

Pemilihan 2024 didasarkan pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 

2024 serta Isu dan kejadian pada penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024. 

Data yang dihimpun selanjutnya dianalisis dan ditentukan seberapa sebar potensi 

yang mungkin terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024. 

Berdasarkan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 yang telah 

dilakukan Bawaslu Kabupaten Jombang, dapat disimpulkan beberapa kerawanan 

sebagaimana Berikut : 

1. Kerawanan Berdasarkan Dimensi  

1. Dimensi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (terdapat 6 Isu 

Kerawanan) 

2. Dimensi Kontestasi (terdapat 2 Isu Kerawanan) 
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3. Konteks Sosial Politik (terdapat 2 Isu Kerawanan) 

Berdasarkan Dimensi, Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan menjadi yang 

paling rawan terjadi pada pemilihan 2024 dengan 6 (enam) isu kerawanan. 

2. Kerawanan Berdasarkan Sub Dimensi 

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara (terdapat 4 Isu Kerawanan) 

- Adanya penghitungan suara ulang di Pemilu/Pilkada 

- Adanya pemungutan suara ulang di Pemilu/Pilkada 

- Adanya komplain dari saksi saat pemungutan atau penghitungan 

suara 

- Adanya Perlengkapan Pemungutan Suara yang Tidak Sesuai 

2. Ajudikasi dan Keberatan (terdapat 2 Isu Kerawanan) 

- Adanya gugatan atas hasil Pemilu/Pilkada 

- Adanya keberatan dan/atau sengketa proses Pemilu/Pilkada 

3. Kampanye Calon (2 Isu Kerawanan) 

- Adanya Kampanye di luar Jadwal 

- Adanya Dugaan Praktek Politik Uang 

4. Penyelenggara Negara (1 Isu Kerawanan) 

- Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait Ketidaknetralan 

ASN/TNI/POLRI 

5. Keamanan ( 1 Isu Kerawanan) 

- Adanya potensi bencana alam yang dapat mengganggu Tahapan 

Pemilu dan Pemilihan, Kejadian di Desa Tambar Kecamatan 

Jogoroto Kabupaten Jombang yang mana pada Pemilihan Tahun 

2018 pada saat pengiriman Logistik Pemungutan Suara terkena 

Hujan. Selain itu ada beberapa titik kerawanan bencana alam yakni  

beberapa daerah di Kecamatan Wonosalam yang rawan longsor 

(kejadian di Pemilu 2024), dan beberapa wilayah di kecamatan 

Mojoagung yang rawan banjir. 

Berdasarkan Sub Dimensi, Pelaksanaan Pemungutan Suara menjadi yang 

paling rawan terjadi pada pemilihan 2024 dengan 4 (empat) isu kerawanan. 

Dari hasil pemetaan kerawanan tersebut dapat ditentukan Langkah 

antisipasi yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan dan strategi 

pengawasan pada pemilihan Tahun 2024, yaitu di antaranya: 

1. Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan kepada 

Masyarakat dan Peserta Pemilu; 

2. Melakukan Koordinasi dengan KPU Kabupaten dan Stakeholder; 

3. Menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten, dan Stakeholder terkait; 
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4. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat dan melakukan Patroli Pengawasan di 

setiap tahapan; 

5. Melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilihan 

di setiap tingkatan, khususnya Pengawas Tempat Pemungutan Suara 

(PTPS) 

 

 


